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Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

AR

bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pimpinan
Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan
Peraturan Kepala Daerah dan menyampaikan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah yang
membidangi hukum provinsi untuk dilakukan
pembahasan;

bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi serta
tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan
penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
dimaksud, perlu ditetapkan Perencanaan Penyusunan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa T engah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor S,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
138);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 150);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA
tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem
Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);
dan

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
180.0/3235 tanggal 29 Desember 2023 hal Program
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

: Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Tahun 2024, dengan rincian Rancangan Peraturan Gubernur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Sekretaris Daerah ini.

: Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.



KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT . Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23. Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
- ,/‘;{T:‘;;";S';{{T@\s@ TENGAH,

Menteri Dalam Negeri Republik Indon

Gubernur Jawa Tengah;

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi

Jawa Tengah,;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah,;

9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah;

15.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

17.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Tengah;

18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

20. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah,;

21.Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jawa Tengah,;

22. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

24. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;

26. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi
Jawa Tengah;

27.Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi

Jawa Tengah;
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28,

29,

30.
31.

32.
33.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi
Jawa Tengah;

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi
Jawa Tengah,;

Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama SETDA
Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 189/ 14: TAHUN. 2024

TENTANG
PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

JAWA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.

JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR

PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA

KETERANGAN

1

2

3

4

A. Rancangan Peraturan Gubernur ajuan Perangkat Daerah

1

Verifikasi Dokumen Yang Lengkap Dan Sah

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman
Kelengkapan Dan Verifikasi Kelengkapan
Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah

2 Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem Dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
3 Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 5
4 Sensus Barang Milik Daerah =
5 Kodefikasi Barang Milik Daerah -




JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN

PERANGKAT DAERAH

O GUBERNUR PEMRAKARSA W e
1 @ 3 4
6 Tata Cara Pemanfaatan Tanah Dan Pemberian Mengatur mengenai Pemanfaatan Tanah dan
Rekomendasi Pada Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemberian Rekomendasi pada Tanah Hak
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pusat Pengelolaan Lahan Pemerintah Daerah di
Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Kawasan PRPP
¥ Penghapusan Piutang X
8 | Jogo Tonggo Dinas Pemberdayaan | Dasar Surat Permohonan Kapolda Jawa Tengah
Masyarakat, Desa, | kepada Gubernur Jawa Tengah
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Tengah
9 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman desa, pelaksanaan pembangunan desa,
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pembinaan kemasyarakatan desa dan
Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah percepatan penanggulangan kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah
10 | Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan | Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Politik Provinsi Jawa Tengah Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
11 |Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
12 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Tengah Nomor 13 Tahun 2023
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

tentang
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